Jumiah Anggaran (DPA) :  36,000,000.00
Jumiah Anggaran (DPPA) : 36,000,000.00
BUKL PEMBANTL SUB RINCIAN OBYEX BELANIA
BULANM : APRIL
wo. | Tameaw % LRAIAN BELANGA T w SALDO
1| 2 3 . £} . 7 »
: Saido Awal 30,000,000.00
BELANIA JASA TENAGA ADMINISTRASI
KEGIATAN PENELITIAN DAN FERGERANGARN
2 |os aom 2024 B e < B e 0.00 0,00 | 1, 500,000,00 | 78.500,000.00
PEKERIAAN UMUM BULAN APRIL TAHUN
ANGGARAN 2074
‘Naviah Periods I 2.00 0.00] 1,508,000,00
Jumiah 1.0 Pencde Lau 0,00 0,00 | &,000,000,00
Samiah 5.d Pariode I 0.00 0,00 7,509,000.00
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PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMDANGAN DAERAH

Kode Rekening
Buku Kt No.

Tanggal

Terfima Darl

KWITANSI

! 5.05.02.2.03.0009.5.1.02.02.01.0026

R o 7 RO

DL - O4-2074

- Bendahara Pengeluaran BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH

mw SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPLAH ==

: BELANJA 1ASA TENAGA ADMINISTRAS] KEGIATAN PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SUB KEGIATAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEKERJAAN UMUM BULAN APRIL TAHUN
ANGGARAN 2024

Makassar, 05 ~OU 2024
Yang Menerima,

NIP. 198003202014102001

Jumiah Usng Rp. 1.500.000,- | TFzal




NO. DAFTAR 0010%/505000000020000/2024

DAFTAR: BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG
EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SUB KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEKERJAAN UMUM

BULAN APRIL TAHUN ANGGARAN 2024
Homor | Tanggal S ; 3lissida/ {88 AUTAHUN 2024 / 11 Januar: 2024

Hegiatan : 6.05.02.2.03 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
Sub Kegiatan i 6.08.02.2 03.0008 | Panelitian dan Pengembangan Pokerjaan Umum
Relaning : 8.1.02.02.01.0026 / Belanja Jasa Tenage Administrasi
Jumiah Jusmiah
Jumiah Jumilah BPJS l
JABATAM | Jumiah Total Hari |PPR.ZIPPhZY Yang
[Na. Maima | NPWP PANGHAT ) e 1‘ Tus | (18%) | (5%) | Ditech Tanda Tangan
(Rp.) {JHT) Rp.)
1 i 3 4 - & T B g 10 11 10 1
1 | FAISAL Jums Admindstrusd .| 1800008 | x4 1.504 060 sy | wssso LaTR.0ET [
B8 8 DS B-10u. D00 M (Faniar)
Rekening : 430201 BO0050EE10
JUBBL AH 1.500.000 343 | 85400 1.378.047
TERBILANG: SATU JUTA LiMA RATUS RIBL RUPAN
Makassar, (> -0t " 2084
KABID. PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN UNAN BENDAHARA PEMGELUARAN PEMBUAT DAFTAR
fhaR b
ST. NUR AISYAH. S.Km FIRMAWATL, SE

NIP. 19850412 200312 1

001

NIP. 198003202014102001

NIP. 19770826 201212 2 001
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BUKT PEMBAYARAN VIA VIRTUAL ACCOUNT: BUKTI PEMBAYARAN VIA VIRTUAL ACCOUNT
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PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jmlan Achmad Yani Nomos 2 Buio Gading. Ujung Pandang, fots Makassar, Gulawes Selatan Koos Pos 80111,
hltpm {0411) 3616006 Fni-ruhn:mmm
Larman syt ol Poseel ssadpdvmhass piholp g0 o

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR: 319/SETDA/188.4/TAHUN 2024
TENTANG

PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI
SERTA BELANJA IURAN JAMINAN/ ASURANSI BAGI TENAGA PENUNJANG
PELAKSANA SUB KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PEKERJAAN UMUM PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa untuk rangka mengoptimalkan kelancaran Sub
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan
Umum pada Badan Penelitian dan Pengembangan
Dacrah  Kow Makassar, perlu  adanya Tenaga
Administrasi scbagai Tenaga  Penunjang untuk
pelaksanaan kegiatan dimaksud,

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan
Sekretaris Dacrah Kota Makassar tentang Penunjukan
dan Pemberian Belanja Jasa Tenaga Administrasi
seria Belanja [uran Jaminan/Asuransi bagi Tenaga
Penunjang Pelaksana sub Kegiatan Penelitian dan
Pengembangan Pekerjaan  Umum Pada Badan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar

Tahun Anggaran 2024;
Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat ] di

Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 18232);

2. Undang-Undang Nomeor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan  pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tuhun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 4421




. Peraturan

i -8

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Administrasl |Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indgnesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5601)
mhm:mnn& diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomo tahun 2023 tentang Indonesia
Penetapan Furi:uran Pemerintah Pengganti Undang-
Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja
menjadi U Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia 2023 Nomar 41, Tambahan

Tahun 2014 N 292, Tambahan Lembaran Negarn
ia Nomor 5601) sebagaimana telsh
dengan Undang-Undang Nomar 6
Penetapan Peraturan Pemerintak

tentang Cipta) kerja menjadi Undang-Undang
egara Republik Indonesin Tahun 2023

angan Daerah (Lembaran Negara
sia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Rnpuhlik Indonesia Nomor 6233);

nomor 8 tahun 2016 tentang
n susunan perangkat daerah
ah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor

akassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang
: p&rnmrln daecrah nomor 8 tahun
dan susunan perangkat
Dmhﬂnnﬂnhunrﬁhmmiﬂﬂ

Ll



Memperhatikan :

KESATU

KEDUA

8. Peraturan D Kota Makasar Nomor 6 Tahun 2023

tentang An Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Tahun Anggaran 2024 (Lembaran
Daerah Kota M Tahun 2023 Nomor 6);

9. Peraturan Wali|Kota Makassar Nomor 32 Tahun 2023
tentang Pedoman Pengelolaan Tenaga Pendukung Non
Aparatur Sipill Negara sebagai Laskar Pelayanan
Publik yang berintegritas pada Linglkup Pemerintah
Daerah (Berita| Daerah Kota Makassar Tahun 2023
Nomor 32);

10. Peraturan Wali F{ﬂtl, Makassar Nemor 93 Tahun 2023
Tentang an;nhfmn Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota sgarTahun Anggaran 2024, (Berita

3475 /188.4,45/Tahun 2023 tentang Pengangkatsn

Tenaga Pendukurlg Non ASN sebagai Laskar Pelangi
Pemerintah Kota }#lkmnr Tahun Anggaran 2024,

ME SKAN;
KEPUTUSAN S ARIS DAERAH KOTA MAEKASSAR

TENTANG PENUN. N DAN PEMBERIAN BELANJA

PENELITIAN DAN | PENGEMBANGAN DAERAH KOTA
MAKASSAR TAHUN|ANGGARAN 2024.

Tenaga Administrasi pads Sub
Pengembangan Pekerjaan Umum
Penelitian dan Pengembangan

KESATU, dib Belanje Jasa Administrasi serta
Belanja luran Jaminan/Asuransi bagi Tenaga Penunjang
Pelaksana sub Kegiats elitian dan Pengembangan
Pekeraan Umum tor Badan Penelitan dan
Pengembangan D Makassar sebagai berikut:
a. Belanja Jasa Te i

1. Rp1.500,00 /Orang/Bulan

b. Belanja luran/ J&mlnn.n ASUrAnsi:
1. Kesehatan : Rg141.000,00/Orang/Bulan

2. Kecelaknan Kerja: Rp3.600,00/Orang/Bulan
3. Kematian : Rp4.500,00/Orang/Bulan




KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Tembisan

Pemberian Belanja Jusa sebagaimana dimaksud Diktum
KEDUA, diberikan schupii Kelancaran pelaksanasn tugas
pada Sub Kegatan Penchition dan  Pengembangan
Pekerjuan  Umum  Pada Badan  Penelitian  dan
Pengembangan Dacrabh Kotu Makassar Tahun Anggaran
2024.

Segala biava  vang umbul  sehubungan  dengan
pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan Belangs Dacrah Kots  Mokassar  melalui
Dokumen Pelaksana Anggaran Badan Penelitian dan
Pengembangan Dacrah hota Makassar Tahun Anggaran
2024.

Kelentuan vang berkantan dengan tekms pelaksanaan
Keputusan Sekretans Dacrah Kota Makassar tentang
Pemberian Belunja Jasa Tenagn Administrasi  serta
Belanja luran Jaminan,; Asurans: Bag Tenaga Penunjang
Pelaksans sub Keputan Penelitian dan Pengembangan
Pekerjuan Umum  pada  Badan  Penelitian  dan
Pengembangan Dacrah Koin Makassar Tahun Anggaran
2024 akan diatur dan dipertangegungiawabkan lebih lanjut
oleh Kepaln Badan Penebitian dan Pengembangan Dacrah
Kota Makassar.

Keputusan ini mulal berlaku pada tanggal ditetaplkan.

n di Makassar
2y o I Janvats 2024
P OAERAH KOTA MAKASSAR,

11D PAGARRA

1. Wali Kotn Makneaar di Makassar,

2. Inspekiur Dacrah Kota Maknssar di Makansar.

A Kepals BPKAD Kotn Makassar di Makussar:

4. Kepala Badan Perencanman dan Pembangunan Daesah Kots Makassar di Makassar,
5 Kepala Hadan Penelitian dan Pengrmbangan Dinerah kota Al lossnr ol Makassar;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kots Makassir di Makassar

7. Masing-masing yang bersapghutan itk diketabigd




PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

(BALITBANGDA)
Tilom Jendernl Adwnad Yumi %o, 2 Makossar ®011

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA MAKASSAR
NOMOR : 070.04/027 /KEP/11/2024

TENTANG
PEMBERIAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SERTA BELANJA
IUARAN JAMINAN / ASURANSI BAGI TENAGA PENUNJANG PELAKSANA
SUB KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEKERJAAN UMUM
PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA
MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran (ugas-tugas Pemenntahan,
Pembangunan dan Pengelolann Keuangan Daerah  pada
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota
Makuassar, dipandang perlu memberikan belanja jasa tensgs
administrasi serta belanja juaran jaminan [ asurans) bag
lcnaga penunjang pelaksana sub kegiatan penelitian dan
pengembangan pekerjaan umum pada Badan Penebtian dan
Pengembangan Daerah Kota Makassar Tabun Anggaran
2024

b. bahwa untuk maksud tersebul di atas, perlu ditetapkan
dengan  Keputusan Kepala Badan Penelitian  dan
Pengembangan Dacrah Kota Makassar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tenlang
Pembentukan Daerah Tingkat I di Sulawesi [Lembaran
Negara Republik  Indonesia Tahun 1950 Nomeor 74,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi,
Rolust dan Nepotisme (Lembaran Negars Republik Indonesio
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lemboaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 lentang
Perbendahuraan  Negora  (Lembaran Negara  Republik
Indonesin Tahun 20048 Nomor 5 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tontang
Pemeriksann Pengelolaan dan Tanggungawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Moo G0, Tambaban Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomaor 4400);




g‘l-

10.

11.

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor B2, Tambahan Lembaran Negara
Republik iIndonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun
2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indeonesia Nomor 5494];

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagnimana telah diubah
dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Undeng-Undang Nomor 23 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentsng
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43578|;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negarm
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

13.

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tshun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016
tentang perubahan ketign Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8
Tahun 2016);

14, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009

151‘

lﬁl

tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009};
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kota
Makassar Tahun Anggaran 2024;

17, Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Makassar Tehun Anggaran 2024;




18. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Makassar Nomor

3475/188/4.45/Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023
tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Non ASN sebagai
Laskar Pelangi Tahun Anggaran 2024,

19. Burat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Malkassar Nomor

319/SETDA/188.4/TAHUN 2024 Tanggal 11 Januari 2024
tentang penunjukan dan pemberian belanja jasa tenaga
administrasi serta belanja iuaran jaminan / asuransi bagi
tenaga penunjang pelaksana sub kegiatan penelitian dan

Pengembangan Daermah Kota Makassar Tabun Anggaran
2024.

MEMUTUSBKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA  BADAN PENELITIAN DAN

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

"
¥

PENGEMBANGAN DAERAH EKOTA MAKASSAR TENTANG
PEMBERIAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI
SERTA BELANJA IUARAN JAMINAN / ASURANEBI BAGI
TENAGA PENUNJANG PELAESANA SUE HEGIATAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEKERJAAN UMUM
PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024.

Memberikan belanja jasa tenaga administrasi serta belanja
juaran jaminan / asuransi bagi tenaga penunjang pelaksana
sub kegiatun penelitian dan pengembangan pekerjaan umum
pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota
Makassar pada nama-nama scbagai berikut :

No NAMA NIK JARATAN

1 FAIBAL TAT1 10200200012 | LASKAR
PELAYANAN
JASA
ADMINISTRAS]
PERKANTORAN

Belanja jasa tenaga administrasi serta belanja iuaran jaminan
fnnmﬂhqiwpmqumgpullhmmhhnghm

dan pengembangan pekerjaan umum sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU, akan dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar
Tahun 2024 melalui DPA Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kota Makassar;

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 melalui DPA Badan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kola Makassar;



Ditetapkan di Makassar
pada tanggal | Februan 2024




